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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG  

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 10 

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga 

Nuklir, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Tenaga Nuklir tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3093); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 81); 

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
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Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

322); 

  11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; 

  13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 

10 Tahun 2013 tentang Disiplin Hari dan Jam Kerja di 

Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1101); 

  14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 

rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 01 rev.2/K-

OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Pengawas Tenaga Nuklir; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 

TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut 

BAPETEN adalah badan pengawas sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 

Ketenaganukliran. 

2. Pegawai di lingkungan BAPETEN, yang selanjutnya disebut 

Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bekerja secara penuh 
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waktu pada satuan organisasi di lingkungan BAPETEN. 

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada 

Pegawai yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi 

jabatan dan berdasarkan kelas jabatannya. 

4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan 

dalam jangka waktu tertentu. 

5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang disiplin PNS. 

6. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja. 

7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses 

penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat 

penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 

Pegawai. 

8. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau 

tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai 

dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi. 

10. Banding Administratif adalah upaya administratif yang 

dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap 

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat 

yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan 

Kepegawaian. 

   

Pasal 2 

Peraturan Kepala ini bertujuan mengatur hak dan kewajiban 

penerima Tunjangan Kinerja di lingkungan BAPETEN serta 

hukuman terhadap pelanggaran hak dan kewajiban yang 

berkaitan dengan pemberian Tunjangan Kinerja. 
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BAB II 

HAK ATAS TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 3 

(1) Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan 

BAPETEN, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan 

Kinerja setiap bulan. 

(2) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberikan sesuai dengan Peraturan Kepala 

BAPETEN mengenai nama, kelas, dan nilai jabatan di 

lingkungan BAPETEN. 

   

Pasal 4 

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang berstatus CPNS 

dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan surat 

pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang 

berwenang. 

(2) Tunjangan Kinerja bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) 

dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatan yang 

didudukinya. 

   

Pasal 5 

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

tidak diberikan kepada: 

a. Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa 

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan 

sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat; 

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan dari jabatan; 

c. Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional 

tertentu yang memperoleh tunjangan profesi; 

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada 

badan/instansi lain di luar lingkungan BAPETEN; 

e. Pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa 

persiapan pensiun; dan/atau 
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